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ABSTRAK  

Bermunculannya berbagai macam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia 

merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berdemokrasi. Organisasi 

masyarakat yang biasa disebut Ormas yaitu organisasi yang didirikan dan 

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan bertujuan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pancasila. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

adalah salah satu contoh ormas yang ada di Indonesia, Ormas ini mengusung 

Ideologi Khilafah. Akan tetapi HTI saat ini telah dibubarkan oleh pemerintah 

Indonesia melalui keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) Nomor AHU.30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan 

status Badan Hukum HTI. Namun keputusan tersebut tidak diterima oleh Ormas 

HTI, HTI menginginkan pencabutan status Badan Hukum Ormas HTI 

dibatalkan, maka dari itu Ormas HTI telah mengajukan gugatan  terhadap surat 

keputusan Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi 

gugatan tersebut ditolak oleh PTUN. Dengan adanya pencabutan SK Badan 

Hukum HTI maka dari itu Ormas HTI dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu 

Nomor 02 Tahun 2017.   

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Ormas HTI 

dibubarkan oleh pemerintah dan bagaimana persepektif siyasah tentang 

pembubaran ormas HTI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sebab dibubarkanya ormas HTI dan bagaimana pembubaran ormas HTI menurut 

siyasah. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan yuridis normativ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses 

editing, dan sistemisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. 

Sedangkan analisis data dengan menggunakan metode analisis komperatif. 

Bersadarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, organisasi masyarakat 

HTI dibubarkan atau dicabut status badan Hukumnya melalui keputusan 

Kemenkumham Nomor AHU.30.AH.01.08 pada Tanggal 19 Juli 2017, karena 

sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk 

mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional, 

kegiatan yang dilaksanakan HTI pun terindikasi kuat telah bertentangan dengan 

tujuan, asas, dan cirri yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, aktivitas yang 

dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat 

mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan 

NKRI. 

Dalam pandangan siyasah, pembubaran HTI oleh pemerintah didasarkan pada 

Perppu Nomor 02 tahun 2017, karena dipandang sangat berbahaya bagi 



 

eksistensi keutuhan NKRI. Dalam pandangan siyasah segala kebijakan 

pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala 

yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dijauhi dan dihindari. Maka 

keputusan pembubaran HTI dianggap sudah tepat, demi kemaslahatan yang 

besar serta demi kepentingan warga secara keseluruhan. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

  َالله                        

      َالله           َالله           

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”. (Q.S Annisa (4) 58 )
1
 

 

 

  

 

 

  

                                                             
1
Dapartemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahan  (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2015), h. 87 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak 

menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman maka terlebih dahulu akan 

dijelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu: 

“Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Persepektif 

Siyasah“. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembubaran yaitu proses, perbuatan, cara membubarkan.
2
 

2. Ormas yaitu organisasi massa.
3
 

3. Hizbut Tahrir Indonesia yang seterusnya disingkat HTI merupakan organisasi 

kemasyarakatan  politik, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga ilmiah, 

bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam 

menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.
4
 

4. Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
5
 

                                                             
2
Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan,  “Kamus Besar Bahasa  Indonesia” (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989),  h.148 
3
ibid, h. 989 

4
Syarifuddin Jurdi,  “Pemikiran Politik Islam Indonesia” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h.383-384 
5
Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah-Konstekstualisasi  Doktrin  Politik Islam”  (Jakarta: 

Pranada media Group, 2014),  h. 4. 

 



 

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah  di atas dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu bagaimana pandangan 

Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) tentang Pembubaran Ormas 

HTI. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul skripsi ini adalah: 

1. Alasan Objektif 

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan 

penelitian.Untuk mengkaji lebih dalam dan meninjau permasalahan pembubaran 

HTI, dimana permasalahan pembubaran ormas HTI akhir-akhir ini menjadi 

permasalahan nasional, khususnya terkait permasalahan munculnya perppu 

nomor 2 tahun 2017. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tersedianya literature yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skrispi 

ini. Disamping itu, objek kajian pembahasannya sesuai degan ke 

syari‟ahan khususnya Jurusan Siyasah. 

b. Judul relefan dengan prodi yang ditekuni oleh penulis. 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana semua warga negaranya 

memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah 

hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara 

langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan 



 

pembuatan hukum.Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya 

yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. 

Berbagai macam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia terus 

bermunculan merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berdemokrasi. 

Organisasi masyarakat yang biasa disebut Ormas yaitu organisasi yang didirikan 

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan bertujuan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan pancasila. 

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.
6
 

Negara juga telah mengatur berbagai hal terkait tata aturan dalam 

berorganisasi, dengan mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2013, dimana di dalamnya telah diatur berbagai hal terkait tata aturan 

seluruh Ormas yang ada di Indonesia. Organisasi, baik berbentuk asosiasi, 

sosial, politik ataupun kemasyarakatan semua harus taat hukum, dimana negara 

melarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebabkan rasa 

permusuhan yang bersifat sara, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan 

dana untuk partai politik, hingga menyebarkan paham yang bertentangan dengan 

ideologi negara yaitu Pancasila. 

HTI adalah salah satu contoh ormas yang ada di Indonesia, HTI 

merupakan ormas yang berasal dari al-Quds Palestina, Ormas ini mengusung 

ideology khilafah. Metode ideology khilafah yang dibawa HTI bertujuan untuk 

membawa umat Islam kembali kepada kehidupan Islam didalam Darul Islam, 

                                                             
6
UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)  



 

yakni Negara dan masyarakat Islam. Khilafah bagi HTI merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilakukan jika tidak melaksanakan merupakan suatu dosa 

besar.
7
 

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa khilafah adalah sebuah kekuasaan yang 

menerapkan syari‟ah Islam secara menyeluruh, khilafah sebuah sistem politik 

Islam. Perbedaanya dengan sistem pemerintahaan lain adalah bahwa kedaulatan, 

yakni dalam menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, halal dan 

haramnya, ada ditangan syari‟ah bukan ditangan manusia. Kepala Negara dal 

khilafah disebut dengan khalifah yaitu orang yang mewakili umat dalam 

menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum 

syari‟ah.Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik berideologi Islam.
8
 

Khilafah dalam pengertian fiqih siyasah adalah khilafah dalam pengertian 

secara umum yaitu sistem pemerintahan dalam Islam, kata khilafah berasal dari 

kata khalafa yang memiliki arti seorang yang menggantikan orang lain sebagai 

penggantinya. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai arti sekunder 

atau arti bebas yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah 

Islam.
9
 

Kajian fiqih siyasah lainya dijelaskan bahwa khilafah atau Negara Islam 

disebut dengan nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang di dasarkan kepada 

hukukm-hukum yang berasal dari Allah. Kepala Negara menjalankan 

pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan. Tetapi berdasarkan hukum-

                                                             
7
Syarifuddin Jurdi. Op.cit. h. 101 

8
Hizbut Tahrir “Struktur Negara Khilafah”  (Jakarta: Hizbut Tahri , 2014), h 31 

9 J. Suyuthi Pulungan “Fiqih Siyasah ajaran, Sejarah dan Pemikiran”  (Yokyakarta: 

Penerbit Ombak, 2014), h 46-47 



 

hukum syariat Islam. Berbeda halnya dengan teokrasi pemegang kekuasaan 

pemerintahan berdasarkan mandate dari Tuhan.
10

 

Indonesia sendiri merupakan Negara hukum Pancasila, seperti yang 

tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara 

Republik Indonesia adalah Negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi 

yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11

 

Relevansinya sistem khilafah Hizbut Tahrir di Indonesia tidak dapat 

diterapkan di Indonesia atau mungkin sulit untuk diterapkan, meskipun 

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tidak menjadi patokan bahwa 

Khilafah akan mudah diterapkan di Indonesia. Terdapat penolakan dari berbagai 

macam kelompok agama bahkan Islam sendiri menolak khilafah diterapkan di 

Indonesia karena rasa Nasionalisme demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan kebhinekaan. 

Begitu berbahayanya Hizbut Tahrir Indonesia, hingga membuat 

pemerintah harus membubarkan HTI dan membuat pemerintah harus 

mengeluarkan Perppu Nomor 02 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2013. Banyak kalangan menilai keputusan pemerintah tidak 

tepat, tapi tidak sedikit pula yang memandang bahwa keputusan pemerintah 

sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia.Begitu alot perdebatan tentang permasalahan/perseteruan pemerintah 

                                                             
10Ibid 
11

Yopi Gunawan dan Kristian “Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara 

Hukum Pancasila” (Bandung: PT Refika Aditama 2015), h 81 



 

dan HTI sehingga membuat penulis merasa perlu meneliti lebih jauh Apakah 

yang dimaksud dengan Ormas HTI serta bagaimana pembubaran ormas HTI 

menurutsiyasah. 

D. Rumusan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan penelitan 

kepada beberapa kajian, yaitu: 

1. Mengapa Ormas HTI dibubarkan oleh Pemerintah ? 

2. Bagaimana persepektif fiqih siyasah tentang pembubaran Ormas HTI ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. TujuanPenelitian 

Untuk mengetahui kenapa dibubarkanya ormas HTI dan bagaimana yang 

dimaksud dengan Pembubaran   Ormas  HTI Persepektif  Siyasah. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi     

keilmuwan tentang apa sesungguhnya Ormas HTI, sebagai bahan 

penambahan keoramasan bagi Ilmu pengetahuan Fakultas Syari‟ah pada 

umumnya dan pada penulis khusunya. 

b) Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya keilmuwan 

tentang PembubaranOrmas HTI. 

F. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. 



 

Supaya mendapat hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis 

penelitian sebagai berikut: 

1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (libarary 

research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literature (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan 

hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
12

 Yaitu dengan metodologi 

kepustakaan (library research) atau riset yang dilakukan membaca buku, 

majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan 

dengan judul yang dimaksud. Dalam hal ini penelitian yang menekankan 

sumber utama informasi dari buku-buku tentang PembubaranOrmas HTI, 

khususnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi 

Masyarakatnomor 02 tahun 2017, dan juga buku-buku tentang 

PembubaranOrmas HTI. 

b Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analistis, merupakan penelitian 

dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail 

sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok 

permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Pada 

penelitian ini menjelaskan gambaran umum Pembubaran Ormas HTI 

kemudian dianalisis berdasarkan dengan hukum ketatanegaraan Islam. 
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2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan 

menulusuribahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, 

baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam 

pemecahan pokok-pokok masalah. 

a Data Primer 

Data primer yaitu data utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang 

berisikan tentang PembubaranOrmas HTI.Dalam hal ini referensi yang jadi 

acuan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang siyasah dan 

Perppu Nomor 02 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang No 17 

tahun 2013 serta jurnal-jurnal yang berkaitan. 

b Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang berisikan tentang informasi yamg 

menjelaskan dan membahas data primer.Dalam hal ini buku-buku atau 

artikel serta skrispsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan 

dengan PembubaranOrmas HTI 

3 Pengumpulan Data  

Tehknik pengumpulan data dengan cara penulusuran kepustakaan, yaitu 

mencari data mengenai obyek penelitiandan mengumpulkan data mengenai 

suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku – buku, dilakukan 

dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data yang berupa 

bahan pustaka yang berkaitan dengan judul. 

 



 

4 Pengelolaan Data 

Secara umum pengelolaan data setelah terkumpul dapatdilakukan : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pemgecekan atau pengoreksian data yang 

telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak 

logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan 

diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Pendataan datayaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan 

sumber data baik itu sumber dari Al-Qur‟an dan hadis, atau buku-buku 

literatur yang sesuai dengan masalah yang dieliti. 

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 

sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan 

sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
13

 

5 Analisa Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan 

mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul.Metode analisa data yang 

digunakan yaitu analisa kualitatif, yaitu data yang terkumpul setelah diolah 

penulis uraikan dan berpijak pada landasan teori. 

Menganalisis sistem ideology khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dalam 

kajian fiqih siyasah, dan relevansinya sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia 

jika diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat di terapkan, 

sebab Pancasila adalah Ideologi bangsa Indonesia yang dapat menyatukan 
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bangsa dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan seperti berbagai macam 

agama, suku, bahasa, budaya, dan lainya. 

Adapun pendekatan berpikir yang penulis gunakan dalam menganalisa 

adalah dengan pendekatan berpikir deduktif dan induktif.Berpikir deduktif yang 

dimaksud adalah dari fakta-fakta yang sifatnya umum, peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit, yang kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan berpikir induktif, yaitu dari fakta-

fakta yang sifatnya khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, yang kemudian 

dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.  



 

 BAB II  

SIYASAH DAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) 

A. Fikih Siyasah 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik 

membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 

umumnya, dan Negara pada khususnya.Berupa penetapan hukum, peraturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya 

dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan 

bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.
14

 

a. Fikih  

Kata Fiqih berasal dari faqaha-yaqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian 

Fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir 

Syarifuddin, menyebut “Fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya 

sampai kepada kedalamannya. Kata “Faqaha” di ungkap dalam Al-Qur‟an  

sebanyak 20 kali. 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman 

ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”Berbeda dengan ilmu yang sudah 

berbentuk pasti (qath‟i) fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti 

(zhanni).Menurut  istilah fiqh adalah: Ilmu atau pemahaman tentang hukum-
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hukum  Syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci 

(tafsili)
15

. 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin)  untuk mengambil hukum-hukum syara‟ 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga hukum 

Islam.Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ 

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan 

dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup 

pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh 

juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas 

(muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah 

(pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa‟at (hukum 

acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-alhkam al-dualiyah (hubungan 

internasional). Pada bagian ini mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akandi 

uraikan secara lebih perinci.
16

 

b. Siyasah 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa,berarti mengatur, mengurus 

dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf 
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dalam buku Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa siyasah adalah 

“pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma‟luf memberikan 

batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 

mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah 

adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan.
17

 

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan 

tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-

sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa relijius di 

kemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya siyasah adalah “suatu 

perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar 

dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak di tetapkan oleh Rasulallah 

SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga di rumuskan oleh 

Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan 

kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara‟. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh 

siayasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegaraan demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.Dalam fiqh siyasah ini ulama 

mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya 

dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.Sebagai 
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hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap 

perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa di perdebatkan) 

serta menerima perbedaan pendapat.
18

 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa 

dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan 

kekuasaan yang di berikan kepadanya. Dari gambaran di atas bahwa fiqh siyasah 

adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang 

berhubungan dengan permaslahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih 

lanjut tengtang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan di 

rumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqih siyasah 

tersebutdan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan 

kekuasaannya.
19

 

c. Macam-Macam Fiqih Siyasah 

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang 

lingkup kajian fiqih siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima 

bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahka 

ada sebagian ulama yang menetapkan delapan bidang, namaun perbedaan ini 

tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.
20

 

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al 

Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah 

siyasah dusturiyyah,  peraturan perundang undang-undangan siyasah maliyyah,  
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ekonomi dan moeter siyasah qadha‟iyyah, peradilan siyasah harbiyyah, hukum 

perang dan  siyasah idariyyah administasi Negara. Adapun Imam Ibn 

Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, siyasah 

qadha‟iyyah peradilan,  siyasah idariyyah administrasi Negara, siyasah 

maliyyah ekonomi dan moneter, dan siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah 

hubungan internasional. Sementara itu Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya 

yang berjudul al-siyasah al-syar‟iyah, lebih mempersempitnya menjadi tiga 

bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasioanal dan keuangan 

Negara.
21

 

Berbeda dengan tiga pikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di 

Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqih 

siyasah menjadi delapan bidang yaitu:
22

 

1) Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan). 

2) Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (politik Hukum) 

3) Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan) 

4) Siyasah  Maliyyah  Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 

5) Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 

6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khariyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 

Internasional). 

7) Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksana Perundang-

undangan). 
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8) Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Perperangan). 

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqih siyasah dapat di 

sederhanakan menjadi tiga bagian pokok antara lain: 

1) Politik Perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi 

pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri‟iyyah) oleh lembaga 

Legislatif, peradilan (qadha‟iyyah) oleh lembaga Yudikatif, dan 

administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau Eksekutif. 

2) Politik Luar Negeri (Siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah). Bagian ini 

mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim 

dengan yang Non Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-

dualial-khashs), atau di sebut juga dengan hukum perdata Internasional 

dan hubungan diplomatic antara Negara Muslim dengan Negara Non-

Muslim (al-siyasah al-duali al-amm), atau di sebut juga dengan 

hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut 

permaslahan jual-beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang yang 

dilakukan warga Negara Muslim dengan warga Negara lain. Adapun 

hubungan internasional mengtaur antaralain politik kebijakan Negara 

Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai 

menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan 

konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. 

Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkut antara 

lain tentang dasar-dasar di izinkannya berperang, pengumuman perang, 

etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 



 

3) Politik Keuangan dan Moneter (siyasah maliyyah), antara lain 

membahas sumber-sumber keuangan Negara , pos-pos pengeluaran dan 

belanja Negara, perdagangan internasinal, kepentingan/ hak-hak politik, 

pajak dan perbankan.
23

 

Dari beberapa penjelasan di atas sistem pemerintahan ini termasuk dalam 

konteks siyasah dusturiyah, yaitu hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat. 

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah 

seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka 

demi kemaslahatan bersama.Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan 

secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah.Imam yang dipilih untuk 

memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari 

segi kealiman, fashahah, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam 

shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah 

di depan makmum. Ini di maksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-

gerik imam.Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat 

melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu 

sendiri. 

Ini mengibaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa, 

yang tidak pernah salah.Karena kepala Negara tidak boleh berada jauh dari 

rakyatnya.Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu kepala Negara 

harus menerima  saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam 
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tidak seperti dalam pandangan Syi‟ah Isma‟iliyah atau Imamiyah, bukanlah 

manusia manusia suci yang berbebas dari dosa.Ia tidaka punya wewenang 

tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama. 

Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rasulallah SAW wafat, di 

perintahkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khaththab.Kedua 

khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai Khadim al-ummah (pelayan 

umat) yang mengatur mengurus kepentingan umat. 

Dua contoh diatas menunjukan bahwa kepala Negara tidak kebal hukum 

dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya.Islam memperlakukan kepala 

Negara tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya.Ia memperoleh kemuliaan 

dan kehormatan yang lebih beasar dalam mayarakatnya hanya karena 

kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal 

ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya. Karena kedudukannya 

yang sama dengan,manusia lainnya, kepala Negara juga harus tunduk kepada 

hukum  dan peraturan yang berlaku. Kepala Negara dapat dikenai pidana atas 

kejahatan yang dilakukannya, dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui 

batas kewenangannya.
24

 

B. Ormas dan Fungsinya 

1. Organisasi Masyarakat 

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baik lokal 

maupunnasional melaju begitu pesat. Eksistensi Ormas di Indonesia telah 

dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi 
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Kemasyarakatan.Organisasi masyarakat atau disingkat Ormas adalah suatu 

istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk Organisasi berbasis masa yang 

tidak bertujuan politis.Bentuk Organisasi ini digunakan sebagai lawan dari 

istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau 

tujuan, misalnya: agama, pendidikan, dan sosial. Ormas bukanlah suatu badan 

hukum, melaikan hanya setatus terdaftar berdasarkan surat keterangan terdaftar 

yang diterbitkan Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementrian 

dalam Negri Indonesia.
25

 

Organisasi-organisasi masyarakat lahir dari suatu kesadaran dan sangat 

memperdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari 

kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang 

diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan sesuai 

dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk didalamnya menyampaikan 

pandangan, keritikan, dan mungkin konsep tandinga atas berbagai kebijakan 

yang diambil pemerintah.Namun keritikan dan konsep tandingan tersebut tetap 

berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan 

masyarakat.Organisasi masyarakat merupakan perkumpulan masyarakat yang 

membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari 

tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan ditingkat daerah atau 

bahkan rukun warga. 

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “organon” dan istilah latin, 

yaitu “organum” yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut 
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Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari 

kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology yang sama.
26

 Menurut 

James D. Mooney mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya 

menurut Chester I. Barnard, organisasi adalah sebagai suatu sistem dari aktivitas 

kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Cirri-ciri suatu organisasi 

yaitu, adanya sekelompok orang, hubungan yang terjadi dalam suatu kerja sama 

yang harmonis, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab 

masing-masing orang untuk mencapai tujuan.
27

 

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih 

yang berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan terkait secara formal 

dalam satu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau 

sekelompok orang yang disbut pimpinandan seorang atau sekelompok orang 

yang disebut bawahan. Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses 

terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut 

pandang yaitu: 

1) Organisasi dipandang sebagai wadah. 

2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses. 

3) Organisasi sebagai kumpulan orang.
28
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 Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan 

visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan itu kemudian menetapkan tujuan 

yang sama, terbentuk secara tersetruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai 

terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam 

mencapai tujuan organisasi secara hakiki harus memenuhi sayarat-syarat sebagai 

berikut: 

1) Adanya pendiri sebagai pemerkasa terbenuknya suatu wadah orgnisasi 

tertentu. 

2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemerkasa biasanya 

sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan. 

3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main 

menjalankan organisasi yang disebut Anggaran dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. 

4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai 

struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusanya dengan 

kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang 

jelas. 

5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas yang 

berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi. 

6) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan 

pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab dan prestasi.
29
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Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata 

“masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama 

sebagai suatu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki cirri-ciri 

yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan 

“kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat.Sejalan dengan 

itu yang dimaksud dengan “masyarakat” yaitu sejumlah manusia dalam arti 

seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, 

sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai prihal (mengenai) 

masyarakat. Maka dapat disimpulkan organisasi masyarakat adalah sekelompok 

orang yang mempunyai visi, misi, ideology, dan tujuan yang sama mempunyai 

anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang tersetruktur sesuai hirarki, 

kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

memperjuangkan anggota dan kelompoknya dibidang kemasyarakatan seperti 

pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti 

kemasyarakatan seluas-luasnya
30

 

Menurut Undang-Undang, Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan 

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
31

 

                                                             
30

Ibid 
31

Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pasal (1)  



 

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dalam 

segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah 

perkembangan kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara. Dalam 

sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan 

wadah utama dalam pergerakan kemerdekan. 

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan 

membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Pertumbuhan jumlah 

Ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin 

menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam 

upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan 

memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.Oleh karena itu, setiap warga Negara baik secara 

individu maupun kolektif termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai 

napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan 

penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap 

menghargai dan menghormati ke Bhinekaan, Ormas yang memiliki asas 

perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula 

Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.
32
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Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat terdiri atas 19 Bab dan 

87 Pasal. Undang-Undang ini mengatur mengenai: Pengertian; asas, ciri, dan 

sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaraan; keanggotaan; 

AD dan ART; keuangan ; badan usaha; dan pemberdayaan ormas. Selain itu, 

Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga 

Negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; 

penyelesaian sengketa organisasi; larangan dan sanksi pengaturan tersebut 

diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih bik dan memberikan manfaat 

kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
33

 

Berdasarkan defenisi diatas maka Ormas dapat diuraikan: 

Pertama, Ormas merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi 

masyarakat. Kedua, Ormas merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan 

anggotanya. Dalam hal ini public yang dibelanya. Ketiga, Ormas adalah salah 

satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab.Keempat, Ormas adalah salah satu 

pilar demokrasi.
34

 

Kehadiran Organisasi masyarakat diharapkan mampu mewujudkan 

aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya 

melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan 

berasaskan pancasila. Dalam perkembanganya organisasi masyarakat memiliki 

kelemahan dan kelebihan masing-masing namun itu merupakan bagian dari 

dinamika bangsa yang berdemokrasi. 

 

                                                             
33

Ibid . h. 61-63 
34

Dimas Prayoga, “Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat” (Skripsi 

universitas Pontianak) h. 4  



 

2. Fungsi Ormas 

Organisasi Masyarakat tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Adapun fungsi dari 

Organisasi Masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang pasal (6) yaitu 

sebagai berikut: 

a Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan 

organisasi. 

b Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan 

oganisasi. 

c Penyaluran aspirasi masyarakat. 

d Pemberdayaan masyarakat. 

e Pemenuhan pelayanan sosial 

f Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

g Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dalam Udang-Undang Nomor 17 tahun 2013 diatur juga tentang 

larangan dalam Ormas yang terdapat dalam pasal 59, yaitu: 

1 Ormas dilarang: 

a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau 

lambang Negara Republik Indonesia menjadi lambang atau bendera 

Ormas. 



 

b. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan 

nama, lambang, atau atribut lembaga pemerintahan. 

c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain 

atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera 

ormas. 

d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan 

nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau 

organisasi terlarang, atau 

e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan 

nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai 

politik. 

2 Ormas dilarang: 

a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau 

golongan. 

b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama 

yang dianut di Indonesia. 

c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara 

kesatuan Republik Indonesia. 

d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan 

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. 



 

e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3 Ormas dilarang: 

a Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan 

dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b Mengumpulkan dana untuk partai politik. 

4 Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran 

atau paham yang bertentangan dengan pancasila. 

C. Siyasah dan Kemaslahatan Warga (Manusia) 

Objek kajian fiqih siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah 

dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan 

bersama.Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-

undangan, hubungan luar Negeri dalam masa damai dan masa perang serta 

kebijaksanaan keuangan dan moneter.Metode kajian fiqih siyasah juga tidak 

berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqih pada 

umumnya, yaitu antara lain, qiyas, istihsan, Urf, „adah, mashlahah mursalah 

dan istishhab.
35

 

Kata mashlahah berarti kepentingan hidup manusia. Kata mursalah 

sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau 

membatalkanya. Maslahah mursalah yang disebut juga istishlah secara 

terminologis, menur2ut ulama-ulama usul adalah mashlahah yang tidak ada 
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ketetapanya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode 

ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan 

masalah-masalah yang ketetapanya sama sekali tidak disebutkan dalam nash 

dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya 

menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan 

hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara‟. 

Mashlahah Mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum 

bila: 

1) Masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui 

analisa dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum 

terhadap masalah benar-benar member manfaat dan menghindarkan 

mudarat. 

2) Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, tapi 

bermanfaat untuk orang banyak. 

3) Masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya 

kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.
36

 

Al-mashlahah al-mursalah pada umumnya digunakan dalam mengatur 

dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Quran 

dan As-Sunnah.Oleh karna itu, penerapan al-mashlahah al-mursalah harus 

didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat dan dalam kepustakaan 

fiqih, dikenal dengan istilah istiqra. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-

                                                             
36

Ibid, h. 35-36 



 

mashlahah al-mursalah tidak akan menimbulkan kemashlahatan, tetapi justru 

sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan. 

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi 

menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakanya, ada yang sunnah 

melaksanakanya, dan adapula yang mubah melaksanakanya.
37

 Kemaslahatan 

tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Keharusan menetapkan “Kemaslahatan” yang sesuai dengan maqashid 

al-syari‟ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulliy, dan dalil qoth‟i baik 

(wurud maupun dalalahnya). 

2) Keharusan menetapkan “Kemaslahatan” yang meyakinkan, artinya 

kemaslahatan tersebut didasarkan penelitian ilmiah yang cermat dan 

akurat, sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudarat. 

3) Keharusan menetapkan “kemaslahatan” yang dapat member manfaat 

kepada sebagai besar, bukan sebagai kecil, masyarakat. 

4) Keharusan menetapkan “Kemaslahatan” yang memberikan kemudahan 

dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti 

kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
38

 

Dalam literatur fiqih siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. 

Pertama, siyasah syar‟iyah yaitu siyasah yang proses penyusunanya 
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memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh‟iyah yaitu siyasah 

yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses 

penyusunanya bisa saja meperhatikan norma dan etik agama. Nilai dan norma 

transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh 

institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi 

kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam 

kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Sumber lainya ialah manusia 

sendiri dan lingkunganya.Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan 

manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, 

dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan norma 

transcendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan 

Tuhan seperti ditetapkan dalam syari‟at-Nya. Jadi sumber dari siyasah 

syar‟iyyah ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan 

sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungan. 

Berbeda dengan siyasah syar‟iyah, siyasah wadh‟iyah hanya memiliki 

satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari 

manusia itu sendiri dan lingkunganya, seperti ara‟ahl bashar atau yang biasa 

disebut denga pandangan para ahli atau pakar, al-urf (uruf) al‟adah (adapt), al-

tajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda‟al-murutsah (aturan-aturan terdahulu 

yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan 

lingkunganya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang sejalan dengan 

perbedaan waktu, situasi, dan kondisi yang mengitarinya.. 



 

Setiap produk siyasah syar‟iyah pastilah Islami.Namun tidak demikian 

dengan siyasah wadh‟iyah.Siyasah wadh‟iyah sangat boleh jadi bertentangan 

dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunanya memang tidak lebih 

dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap 

siyasah wadh‟iyah pasti tidak Islami.Siyasah wadh‟iyah bisa saja bernilai Islami 

atau dapat dikatagorikan sebagai siyasah syar‟iyah, selamasiyasah wadh‟iyah 

memenuhi enam macam kreteri berikut ini: 

a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat 

Islam. 

b. Peraturan itu meletakan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan 

pemerintahan. 

c. Tidak memberatkan masyarakat. 

d. Untuk menegakan keadilan. 

e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan. 

f. Prosedur pembentukanya melalui musyawarah. 

Disamping berbeda sumber pembentukanya, siyasah syar‟iyah dan 

siyasah wadh‟iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak 

digapainya.Siyasah syar‟iyyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai 

kebahagian dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh‟iyah hanya bertujuan 

mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagian duniawi saja. 

Ditinjau dari sistem keabsahanya siyasah juga dapat dibedakan menjadi 

dua macam. Tolak ukur keabsahan itu adalah wahyu (agama). Pertama, 

siyasah„adilah (siyasah yang adil). Kedua, siyasah zhalimah (siyasah yang 



 

zalim). Siyasah yang adil adalah siyasah yang haq (benar), yaitu peraturan 

perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah peraturan itu bersumber 

dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungan.Siyasah yang 

zalim adalah siyasah yang batil, yaitu peraturan perundang-undangan buatan 

manusia yang bertentangan dengan agama. 

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuhkembangkan serta 

dilestarikan. Sebaliknya siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam 

kenyataan emperik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan 

siyasah yang zalim, sehingga dalam waku yang sama bercampurlah antara yang 

adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah SWT 

melarang menciptakan suasana demikian. Dalam al-Qur‟an secara sangat tegas  

dinyatakan dalam surat Al-Baqarah: 42 yang artinya: 
39

 

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, 

dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedangkan kamu 

mengetahui.” 

Dalam sistem ketatanegaraan pastilah terdapat seorang pemimpin yang 

memimpin orang-orang disekitarnya.Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai 

dengan syariat Islam yang menyangkut tentang perinsip siyasah syar‟iyyah, 

dimana ketentuan ataupun perinsip-perinsip tersebut bersumber dari al-Qur‟an 

dan hadis.Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia 

yang berpijak diatas bumi ini.Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama 

yang serba lengkap dan didalamya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti 
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ketatanegaraan. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal 

soleh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti bunyi Qs Ali Imran (3): 

26.berikut: 

                           

                         

 

 

Artinya: “Katakanlah (Muhammad),“wahai Tuhan yang memiliki segala 

kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang 

Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa 

yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan barangsiapa yang 

Engkau kehendaki.Ditangan Engkaulah segala kebaikan.Sungguh, 

Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.”
40

 

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam 

bentuk, jenis, kelamin , bangsa, suku, ras, maupun yang lainya tetapi kita 

haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia 

menjadi umat yang satu. Ditengah keberagaman tersebut pastilah terdapat 

seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi 

seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersndiri, seperti Qs 

An-Nisa (4): 135sebagai berikut: 

                               

                                            

                    

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika 

ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatanya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran.Dan jika kamu memutar balikkan 
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(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
41

 

 

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah 

dalam memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT yang 

terdapat dalam surat (Al-Imran (3) : 159) berikut.” 

                               

                                         

 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-Lah kami Berlaku lemah lembut 

terhadp mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliligmu, karena itu 

ma‟afkanlah mereka, mohonkanlah ampnan bagi mereka, dan 

bermuswarathlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan teka, Maka bertawakalah kepada 

Allah.Sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang bertawakal 

kepada-Nya.”.
42 

 

Dalam menjalankan perintahnya didalam suatu lembaga harus lah 

memiliki tata cara tersendiri untuk melanjalankanya. Tata cara ataupun perinsip-

perinsip pemerintah tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku, tapi juga harus sesuai dengan syari‟at Islam tersebut yaitu meliputi tata 

cara pemerintah dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang 

pemimpin dalam mengamban tugasnya senantiasa harus berorensiasi pada 

terwujudnya kemaslahatan warganya baik secarafisik, material maupun secara 

mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Aqidah Fiqih. Adapun dalam 

mewujudkan kemaslahatan itu yaitu: 
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a. Semua yang mengandung madarat harus dijauhi atau dihilangkan. 

b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula 

prinsip-perinsip: 

1) Dalam menghilangkan yang madaratnya, tidak boleh dengan menempuh 

madaratnya yang sama atau yang lebih berat madaratnya. 

2) Dalam menghilangkan madlaratnya yang umum boleh ditempuh dengan 

madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada cara lain. 

c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar 

mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadaratan. 

d. Pada perinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan 

kesulitan hidup dihilangkan.
43

 

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintahan Republik Indonesia 

dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 

(1) dan (2)). Presiden sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan. 

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presidensiil, dalam arti Kepala 

Pemerintahan adalah Presiden, dan dipihak lain Presiden tidak bertanggung 

jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, artinya kedudukan Presiden tidak 

tergantung kepada DPR (alenia kedua angka V, penjelasan tentang UUD 1945). 

Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan juga dibantu oleh mentri-mentri 

Negara, yang memimpin Dapartemen Pemerintahan, diangkat dan diberhentikan 

Presiden (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)). Mentri-mentri ini tidak bertanggung 
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jawab kepada DPR. Kedudukanya tidak bergantung pada DPR, akan tetapi 

tergantung kepada Presiden. Meskipun kedudukan Wakil Presiden dan mentri-

mentri itu sama-sama sebagai pembantu Presiden, sifat pembantuan diantara 

keduanya berbeda.Perbedaan keduanya dapat dilihat dari; Pertama, Wakil 

Presiden dipilih oleh MPR, sedangkan mentri diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. Kedua, Wakil Presiden bukan pembantu Kepala Pemerintahan tetapi 

pembantu Kepala Negara. Mentri-mentri adalah pembantu Kepala Pemerintahan. 

Ketiga, apabila Prsiden berhalangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 UUD 

1945, Wakil Presiden dapat menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan 

mentri tidak dapat menggantikan Presiden, kecuali dalam waktu yang sama 

Wakil Presiden juga berhalangan. Presiden memiliki kekuasaan yang besar, 

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti yang luas.
44

  Pentingnya 

pemimpin yang efektif melalui beberapa poin, salah satunya ialah 

kepemimpinan harus ada dalam kehidupan sehingga kehidupan bisa teratur 

dengan rapi, keadilan bisa ditegakkan dan kesewenang-wenangan yang kuat 

terhadap yang lemah bisa dihalang-halangi. Serta menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang ada disekitarnya dan mamanfaatkan perubahan untuk 

kepentingan organisasi mengembangkan, melatih dan menjaga anggota.
45
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Dalam persepektif siyasah tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam 

konteks pemimpin harus bertujuan dengan kemaslahatan umat, seperti bunyi 

kaidah fiqih berikut ini:
46 

 مهن  وْطٌَبإالْمهصْلهحهةإََةإَيَ اعإَىَالرَ لهَامَعهَمهَالإََفَ رَ صهَتهَ

 Artinya: “Tindakan imam harus mengacu kepada kemaslahatan 

rakyatnya.”
47

  

Maksud kaidah fiqih diatas yaitu, tindakan dan kebijaksanaan yang 

ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan 

umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.  

Tugas yang harus dikerjakan  seorang pemimpin yaitu melaksanakan 

fungsi-fungsi menejemen, yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat 

dicapai hanya oleh pemimpin seorang diri, tetapi dengan menggerakan orang-

orang yang dipimpinya. Agar orang-orang yang dipimpinya mau bekerja secara 

efektif seorang pemimpin disamping harus memiliki inisiatif dan kreatif harus 

selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci tugas-tugas 

seorang pemimpin meliputi pengambilan keputusan menetapkan sasaran dan 

menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menetapkan pekerja, 

mengorganisasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan 
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atasan) maupun  secara horizontal (antara bagian dan unit), serta memimpin dan 

mengawasi pelaksanaan pekerja.
48

 

Sementara Muhammad Yusuf Musa merangkum tugas kepala Negara 

secara garis besar hanya dua saja, yaitu (1) melaksanakan dan memelihara 

agama dan (2) meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama.Hampir 

sejalan dengan pendapat ini A.Hasymi juga menyebutkan dau kewajiban pokok 

kepala Negara yaitu, (1) menegakkan Islam dan (2) menyelenggarakan urusan-

urusan kenegaraan secara umum dalam batasan-batasan ajaran Islam.Tugas dan 

kewajiban ini meliputi keharusan melaksanakn prinsip-prinsip musyawarah dala 

pelaksanaan pemerintahan. 

Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Negara 

Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. 

Menurut Al-Mawardi dalam karyanya yang Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, 

memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala Negara yaitu: 

1) Memelihara Agama sesuia dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan 

kesepakatan ulama salaf. 

2) Menjalankan hukum-hukum di antara orang-orang yang berselisih dan 

menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakatnya, 

sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu 

orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain. 

3) Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman untuk 

berkerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing. 
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4) Mengetahui hudud (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan 

dan hak-hak insan terpelihara. 

5) Memperkuat pertahanan keamanan Negara dari kemungkinan serangan-

serangan pihak luar. 

6) Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah 

Islam. 

7) Mengelola keuangan Negara seperti ghanima, al-fai, pajak dan sedekah 

lainnya. 

8) Menentukan belanja Negara (APBN). 

9) Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran keadilan dan 

keterpercayaan mereka memegang  jabatan tersebut. Secara langsung 

mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian umat 

hidup dengan kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.
49

 

Adanya kesadaran seorang mu‟min terhadap hal ini memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadianya, ketika seorang mu‟min 

memegang kekuasaan, harus tetap bersikap rendah hati, tidak ada keangkuhan 

dalam diri seorang pemimpin sedikitpun, tidak akan menyelewengkan 

kekuasaanya dalam bentuk apapun, menggunakan kekuasaan dalam bentuk 

apapun, dan menggunakan kekuasaanya itu sebagai alat utuk menghambakan 

dirinya dan alat untuk mencapai ridha Allah SWT. Sehingga seorang mu‟min 

akan betul-betul melaksanakan amanah dan tanggug jawab jabatan seoptimal 

mungkin untuk kepentingan masyarakat, bukanya untuk memenuhi kepentingan-
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kepentinganya pribadi maupun golongan-golongan tertentu saja. Karena dalam 

kehidupan masyarakat diperlukan adanya pemimpin yang mengatur, 

membawahi dan mengarahkan kehidupan masyarakat itu. Pemimpin harus 

menjadi abdi masyarakat. Pemimpin harus melayani dan menjadi fasilitator bagi 

keperluan-keperluan rakyat. 

Islam adalah agama yang sempurna, diantara kesempurnaan Islam ialah 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan 

Allah SWT maupun yang berhubungan dengan manusia termasuk diantaranya 

masalah kepemimpinan di pemerintahan. Karena kepemimpinan merupakan 

suatu amanah maka untuk meraihnya harus dengan cara yang jujur, dan baik. 

Tugas yang diamanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijak 

sana, karena itu pula dalam menunjuk seorang pemimpin bukanlah berdasarkan 

golongan dan kekerabatan semata, tapi lebih mengutamakan keahlian, 

propesionalisme, dan keaktifan. Kepemimpinan disatu sisi dapat bermakna 

kekuasaan, namun disisi lain dapat pula bermakna bertanggung jawab, ketika 

kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah SWT. Mengiatkan kita 

bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah SWT. Allah yang memberikan 

kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah pula yang mencabut 

kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki-Nya. Hampir semua ulama 

menyepakati bahwa pemimpin adalah abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan 

sesungguhnya adalah suatu amanah (titipan) yang setiap saat harus 

dipertanggungjawabkan dan diambil wewenangnya. Amanah itu diperoleh dari 

Allah SWT lewat pemilihan yang dilakukan oleh manusia, kecuali para Nabi dan 



 

Rasul yang langsung dipilih oleh Allah. Oleh karena itu dalam melaksanakan 

amanah, manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggungjawab. 

Jika manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, maka 

mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temanya sendiri, atau memaksakan 

diri untuk menjadi pemimpin demi keuntungan materi semata. 

Subtansi kepemimpinan dalam persepektif Islam merupakan sebuah 

amanat yang harus diberikan kepada orang-orang yang benar ahli, berkualitas 

dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral 

baik. Ini lah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seseorang 

pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang 

lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera, dan tentram. Pemimpin atau 

penguasa adalah pemeliharaan umat yang harus dengan jujur melaksanakan 

amanah dan tuntutan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan disegala 

bidang.Ia akan mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambilnya 

sewaktu didunia menyangkut persoalan umat. Apabila adil, jujur, dan benar, 

maka Allah merahmatiya, tetapi apabila zalim dan menyelewengkan 

kekuasaanya, maka Allah akan melaknatnya. Dan jika pemimpin itu sesuai 

dengan yang dituliskan oleh Nabi maka kita wajib menaati segala apapun yang 

diperintahkanya. 

 

  



 

BAB III 

PEMBUBARAN ORMAS HTI 

A. Sejarah Ormas HTI di Indonesia 

Hizbut Tahrir awalnya bernama partai pembebasan Islam (hizb al-tahrir 

al-Islami). Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata, yaitu: Hizb dan At 

Tahrir. Hizb dimaknai suatu kelompok yang berasaskan Ideologi yang di imani 

oleh anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan At 

Tahrir artinya pembebasan sebagaimana tujuan aktivitas kifah as-siyasi adalah 

memerdekakan umat Islam dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, 

membebaskan umat dari cengkraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya 

berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi maupun militer dari seluruh 

negeri Islam.
50

 

Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds (Bait al-Maqdis), 

Palestina.Gerakan yang concern pada perjuangan membangkitkan umat 

diseluruh dunia untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali 

khilafah Islamiayah ini dibidani oleh Syekh Taqyuddin An-Nabhani. Tokoh 

yang bernama lengkap Syeikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin 

Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabbani ini dilahirkan di daerah Ijmi tahun 

1909. Ayahnya adalah seorang pengajar ilmu syari‟ah di Kementerian 

Pendidikan Palestina.Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu 

syariah.Syeikh Taqiyuddin makin mengerti masalah politik, dimana kakeknya 

pernah punya hubungan dengan para penguasa daulah Utsmaniyah, dia pun 
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banyak belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang 

diselenggarakan oleh kakeknya.Beliau melanjutkan pendidikanya di Al-Azhar 

masuk pada kelas Tsanawiyah, kemudian dilanjutkan di kuliyah Darul Ulum, 

dan kemudian menamatkan kuliyahnya di Al-Azhar Asy Syarif.
51

 

Setelah Syeikh Muhammad Taqiyuddin wafat pada tahun 1977 M/1396 

H, kedudukan beliau digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, salah 

seorang yang telah membantu dakwah beliau sejak Hizb berdiri.Atas Tufik Allah 

SWT.Syaikh Abdul Qadim Zallum berhasil mengembangkan Hizb, sehingga 

ribuan orang menjadi anggota dan pengemban pemikiranya, sedangkan jutan 

orang menjadi pendukungnya. Di bawah kepemimpinan amir Hizb yang kedua 

ini, Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai Negeri Muslim, yakni lebih dari 

40 Negara dan menjadi partai terbesar didunia yang memperjuangkan tegaknya 

kembali khilafah.
52

 

Amir Hizbut Tahrir yang sekarang  adalah Syekh Atha Abu Rusytah 

menjabat sejak tahun 2003 M/1424 H. beliau adalah seorang Insinyur dan aktivis 

Hizbut Tahrir sejak masih sangat muda. Beliau pernah menjadi pembantu Syaikh 

Abdul Qadim Zallum dan menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania.Syekh 

Atha Abu Rusythah pernah beberapa kali dipenjara oleh penguasa-penguasa 

dzalim disana, sehingga dinyatakan oleh organisasi Amnesti Internasional 

sebagai “tahanan nurani”.
53
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Hizbut Tahrir kini telah berkembang keseluruh Negara Arab di Timur 

Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libia, Sudan dan Aljazair. Juga ke 

Turki, Inggris, Prancis, Jerman, Austria, Belanda, dan Negara-Negara Eropa 

lainya, hingga ke AS, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, 

Malaysia, Indonesia hingga ke Australia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 

decade tahun 1980-an dan merintis dakwah dikampus-kampus besar diseluruh 

Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, 

melalui berbagai aktivitas dakwah di perkotaan, pabrik dan perumahan.
54

 

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 bermula dari 

Ustad Mama Abdullah bin Nuh. Pengelola pondok pesantren Al-Ghazali, Bogor 

yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengajak 

ustad Abdurrahman Al-Baghdadi untuk menetap di Bogor,  merupakan anggota 

Hizbut Tahrir dari Yordania, yang merupakan hasil perluasan wilayah oleh 

Hizbut Tahrir pusat di Yordania. Pada saat ini lah, Al-Baghdadi berinteraksi 

dengan para aktivis Islam di Masjid Al Ghifari, dan di IPB.
55

Pemikiran-

pemikiran Hizbut Tahrir yang diperkenalkan Al-Baghdadi, rupanya mampu 

menarik perhatian aktivis Masjid kampus ini.Mulai lah dibuat halaqah-halaqah 

kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir.Dibuatnya buku-

buku tentang Hizbut Tahrir, dan lainya pun mulai dikaji dengan serius. Melalui 

jaringan Lembaga Da‟wah  kampus inilah, ajaran-ajaran Hizbut Tahrir menyebar 
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kekampus-kampus diluar Bogor seperti Unpad, IKIP Malang, Unair, Unhas dan 

akhirnya menyebar keseluruh Indonesia. 

Pada tahun 2000 Hizbut Tahrir muncul di muka publik Indonesia dengan 

menyelenggarakan konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan 

Jakarta yang dihadiri 5000 orang. Tahun berikutnya Hizbut Tahrir menggugah 

solidaritas kepada dunia Islam dengan mendemo Kedubes AS atas serangan ke 

Afganistan.Juga mengirim delegasi keberbagai Kedubes Negara Arab dan Islam 

menuntut dukungan mereka atas Palestina yang dijajah Israel, serta menutut 

mereka menolak bekerjasama dengan AS dalam pendudukan Irak. Terhadap 

permasalahan dalam negeri Hizbut Tahrir pernah memimpin sekitar 12 ribu 

masa longmarch dari Monas ke Senayan menuntut penerapan syari‟ah Islamiyah 

kepada sidang tahunan MPR pada tahun 2002, dan pada tanggal 29 Febuari 2004 

Hizbut Tahrir mengorganisir sekitar 20.000 masa longmarch dari Monas ke 

Bunderan Hotel Indonesia Jakarta menuntut tegaknya Syari‟ah dan Khilafah. 

Perjuangan Hizbut Tahrir Nampaknya tidak sia-sia, hingga pada tahun 

2006 HTI berhasil mendapatkan restu pengakuan dari Negara 

Indonesia.Legalisasi ini memungkinkan HTI untuk bergerak lebih leluasa tidak 

hanya menjangkau komunitas-komunitas Muslim dan kampus tetapi juga 

membangun pengaruh dilingkup birokrasi pemerintahan. Seruah khilafah yang 

diusung oleh HTI  tidak hanya disuarakan di Masjid dan kampus saja,tetapi juga 

sudah mulai merambah dan menjangkau ruang-ruang public yang lebih luas, 

seperti lewat seminar-seminar yang diadakan dihotel-hotel dan kantor-kantor 

instansi pemerintahan. Dengan jangkauan pengaruh yang semakin luas itulah, 



 

HTI mulai percaya diri dan mulai mengupayakan tahapan terakhir menuju 

penegakan khilafah, yakni mencari dukungan kepada tokoh-tokoh kuat untuk 

bersama HTI dalam rangka mengambil alih kekuasaan.Belum ada tanda bahwa 

langkah ini membuahkan hasil yang berarti, HTI sudah terlebih dulu dibubarkan 

oleh pemerintah.
56

 

Hizbut Tahrir adalah gerakan politik transnasional.Jamaah ini tidak 

mengenal ketua, presiden atau pimpinan disuatu Negara. Di Indonesia struktur 

Hizbut Tahrir yang umum digunakan oleh organisasi sosial keagamaan dengan 

istilah ketua umum dan yang lebih banyak tampil kepublik adalah juru bicara, 

setruktur organisasinya sama dengan yang hendak diwujudkan seperti strktur 

khilafah Islamiyah yang diperjuangkan.
57

 

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari 

kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide sistem 

perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari 

cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir.Hizbut Tahrir 

bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah dimuka buni, 

sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.
58

 

B. Ideologi Hizbut Tahrir 

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam 

yang diyakini oleh para anggotanya, yaitu dalam segala interaksi yang ada, 
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dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir 

imperialis, cengkraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa 

pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari negeri 

Islam.Hizbut Tahrir menggunakan ide-ide Islam, dimana ide-ide menjadi jiwa, 

inti dan sekaligus sebagai rahasia kelangsungan kelompoknya.Politik merupakan 

kegiatanya, dan Islam adalah Ideologinya.Hizbut Tahrir bergerak ditengah-

tengah umat, dan membimbing mereka untuk mendirikan kembali khilafah dan 

menegakan hukum yang diturunkan Allah SWT.
59

 

Di Indonesia sendiri mereka tidak mendaftarkan diri secara formal 

sebagai partai politik yang mengikuti pemilu.Menurut mereka penegakan 

khilafah untuk mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan 

utama untuk direalisasikan daripada masalah akidah.Dan arti politik menurut 

Hizbut Tahrir adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal 

maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak Negara dan umat. Negara yang 

langsung terjun mengurusi umat dan yang akan memonitor serta mengkoreksi 

Negara. Hizbut Tahrir belum disahkan oleh pemerintah Indonesia. 

Sebagai sebuah gerakan politik yang berideologi Islam, HTI memiliki 

pemikiran, tujuan dan aktivitas.Dasar pemikiran HTI adalah pemikiran 

Islam.Pemikiran itu meliputi akidah Islam, dan hukum-hukum Islam.Hizbut 

Tahrir menjelaskan bahwa setiap pemikiran yang disampaikan Hizbut Tahrir 

diadopsi dari sejumlah pemikiran dalam aktivitas yang bertujuan untuk 

mengembalikan kehidupan Islami serta mengembang dakwah Islam dengan 
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mendirikan Khilafah.Mereka menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsi dalam 

berbagai buku dan pamphlet serta menjelaskan dalil yang terperinci dari setiap 

hukum, pendapat, pemikiran dan konsep.Hizbut Tahrir bertujuan 

mengembalikan Muslim ke dar al-Islami dan masyarakat Islam. Dengan kata 

lain, seluruh urusan kehidupan dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syariat 

dibawah naungan Negara Islam, sebuah Negara yang dipimpin oleh seorang 

Khilafah yang dibaiat untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan 

Sunnah serta mengemban risalah keseluruh dunia dengan jihad.
60

 

Ideologi transnasinalisme Hizbut Tahrir Indonesia lebih 

merepresentasikan pergerakan “sentrifugalisme” Islam, dimana visi politiknya 

adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak 

diseluruh dunia dibawah otoritas tunggal Khilafah Islamiyah. Doktrin tersebut 

diakui oleh para aktivis HTI sebagai antithesis ideologis yang siap menandingi, 

bahkan mengganti, posisi konsep Negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap 

final di Indonesia.
61

 

Hizbut Tahrir Indonesia mengarahkan interaksi perjuangan bersama 

dengan umat untuk meraih apa yang dicita-citakanya untuk menentang 

penjajahan budaya asing. Latar belakang berdirinya gerakan ini, tidak jauh 

berbeda dengan tujuan masuk dan berdirinya gerakan ini di Indonesia. Secara 

teologis, ia didirikan utuk memenuhi seruan Allah yang merupakan alasan utama 

yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir. 
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Salah satu alasan utama yang melatar belakangi keinginan untuk 

mendirikan Khilafah adalah pandangan mereka yang menganggap seluruh 

sistem kehidupan saat ini, termasuk yang digunakan oleh kaum Muslim 

sekalipun, sangat jauh dari cita-cita Islam, bahkan berlawanan. Dengan motivasi 

semacam ini, gagasan kelompok ini wajar jika berada pada jalur non-maistream, 

salah satunya adalah pandangan yang kontra dengan dasar Negara yang berlaku 

di Indonesia, yakni sistem demokrasi dan Pancasila.Terlihat bagaimana seluruh 

pergerakan HTI, misalnya dipenuhi dengan keritikan yang sangat tajam dan 

frontal terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
62

 

Idealisme HTI berkisar kepada kewajiban untuk mengembalikan segala 

urusan kepada syariat Islam.HTI dengan gagasan Khilafahnya tampil sebagai 

anti tesis terhadap idiologi demokrasi dan pancasila yang menjadi dasar Negara 

Indonesia.Hal macam ini jelas terlihat dari alur pergerakan HTI yang semangat 

mengkritis kebijakan pemerintah Indonesia yang sah dan memandangnya 

sebagai sebuah sistem yang gagal.Sebagai jawaban, mereka selalu menawarkan 

solusi Khilafah dalam setiap permasalahan nasional yang terjadi.
63

 

 Menurut keyakinan HTI, hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan 

dengan sempurna kecuali dengan adanya Khilafah (Negara Islam) dan seorang 

Khalifah yang akan menerapkan Islam kepada Muslim dibaiat untuk didengar 

dan ditaati perintahnya atas dasar Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. Mengembalikan 

kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam merupakan batasan tujuan 

berdirinya HTI. 
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C. Kegiatan-Kegiatan Ormas HTI 

Meurut Hizbut Tahrir Islam merupakan ideologi bagi Negara, bagi 

masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia. Dalam konteks Indonesia, Hizbut 

Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai 

kegiatan terutama melalui tabligh akbar dan demontrasi, dua hal ini merupakan 

cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya.
64

 

Semenjak datangnya gerakan ini ke Indonesia, aktivitas berjalan secara 

tertutup selama 10 tahun.Hal ini disebabkan karena Hizbut Tahrir lahir di bawah 

pemerintahan rezim soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak 

berideologi Pancasila.Paska reformasi Hizbut Tahrir bisa melakukan aktivitas 

secara terbuka hal ini ditandai dengan diadakanya diskusi terbuka tentang 

syariah keberbagai daerah seperti kebeberapa daerah di Sumatra, Kalimantan 

dan Sulawesi.Mereka juga aktif menyebarkan gagasan Khilafah keberbagai 

Perguruan Tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Namun 

demikian prkembangan HTI masih dalam proses pengembangan kader dan 

pembinaan umat dalam rangka memperkukuh tubuh partai.
65

 

Dalam melancarkan gerakanya mereka menggunakan proses dakwahnya 

berjenjang, Hizbut Tahrir melakukan berbagai upaya yang sistematis bagi 

terlaksanya sebuah kehidupan masyarakat yang lebih Islami. Hizbut Tahrir 

menetapkan tiga tahapan dalam proses berdakwahnya yaitu, pertama, tahap 

pembinaan dan pengaderan yaitu untuk melahirkan orang-orang yang meyakini 

Hizbut Tahrir dan untuk membentuk krangka sebuah partai. Kedua, tahap 

                                                             
64

Syarifuddin Jurdi, Op.cit, h. 387-388 
65

Nilda Hayatai.Op.cit, h.6 



 

berinteraksi dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga 

umat akan menjadikanya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta 

berupaya menerapkannya dalam realitas kehidupan. Ketiga, tahap pengambil 

ahli kekuasaan untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus 

untuk menyebarluaskan risalah Islam keseluruh dunia. 

Berbagai upaya Hizbut Tahrir lakukan dalam mengembangkan 

dakwahnya dan mengkomunikasikan pemahaman mereka mengenai Islam, baik 

melalui dakwah secara langsung seperti dengan ceramah dan khutbah maupun 

yang memanfaatkan media cetak dan media elektronik.Telah banyak buku, 

selebaran maupun pamplet yang disebarkan di berbagai masjid yang ditulis oleh 

tokoh sentral, yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani dan tokoh HTI lainya yang 

berisi himbuan membangun Khilafah dan mengatakan syariat Islam.Selain 

disebarkan keberbagai masjid, berbagai karya tulis diterbitkan dalam bentuk 

buku, majalah dan buletin. Media elektronik juga mereka manfaatkan dalam 

upaya merealisasikan Indonesia menuju Negara Khilafah Islamiyah, seperti 

melalui radio HTI, TV HTI serta melalui internet dengan situs resmi HTI. Situs 

yang merupakan website resmi HTI yang dapat diakses, yang didalamnya 

berbagai bentuk tulisan baik berita, opini, majalah, buku, serta foto, audio dan 

video yang menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan gerakan HTI 

terutama dalam mewujudkan berdirinya Indonesia sebagai Negara Khilafah 

Islamiyah dan menegakan tuntutan syariat Islam yang sesuai dengan tuntutan 

Al-Qur‟an dan Hadis.
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Pergerakan HTI bermanifesto dalam berbagai unsur yang terlibat 

didalamnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kerangka dasar yang 

menjadi acuan adalah bahwa seluruh sendi pergerakan HTI, termasuk gagasan 

besarnya tentang Khilafah merupakan sebuah kristalisasi dari berbagai resepsi 

mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an. Seluruh gerakan HTI berpijak diatas cita-

cita mengembalikan Khilafah Islamiyah dan kembali mengimplementasikan 

hukum Islam secara keseluruhan.Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam 

motto HTI “untuk melanjutkan kehidupan Islam”.
67

 

Pada dasarnya seluruh pegerakan Hizbut Tahrir dan segala unsur yang 

ada didalamnya, terutama motivasi untuk mendirikan khilafah Islamiyah, 

merupakan manifesto pemahaman mereka terhadap Qs. An-Nur: 55. Yang 

berbunyi: 

                          

                                       

                                  

       

 

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia 

sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 

sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 

berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama 

yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan 

menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. Dan barang siapa 
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yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu maka mereka itulah orang-

orang yang fasik.
68

 

 

Dengan demikian, terlihat bahwa ayat tersebut memiliki posisi yang 

sangat istimewa sebagai ruh pergerakan Hizbut Tahrir untuk mengembalikan 

khilafah.Ayat diatas dipahami oleh kelompok Hizbut Tahrir secara umum 

sebagai dalil untuk mendirikan khilafah.Merka melihat ayat tersebut sebagai 

janji Allah yang akan menjadi nyata. Dengan demikian, dalam pemahaman 

mereka tertanam kuat sebuah keyakinan akan sebuah janji Tuhan yang akan 

mewariskan bumi kepada mereka.
69

 

Eksistensi Qs.An-Nur:55 sebagi ayat sentral dalam gagasan sistem 

khilafah  Hizbut Tahrir Indonesia, dalam bentuk karya seni dan keindahan, bisa 

dalam bentuk kaligrafi, nasyid, puisi, mars dan segala hal yang mempunyai nilai 

seni. Dijelaskan pula dua macam bendera yang digunakan Hizbut Tahrir secara 

umum dan makna yang terkandung didalamnya.Dalam hal ini, dikenal adanya 

istilah al-liwadan al-rayah.Al-liwaberwarna putih, tertulis diatasnya kalimat 

tauhid dengan tulisan warna hitam.Ia di akadkan untuk amir brigade pasukan 

atau komandan brigade pasukan al-liwaitu menjadi pertanda posisi amir atau 

pertanda komandan pasukan dan turut beredar sesuai peredaran amir atau 

komandan pasukan itu. Selain itu dikenal pula al-rayahyang berwarna hitam 

tertulis diatasnya kalimat tauhid dengan warna putih.Al-rayahberada bersama 

para komandan bagian-bagian pasukan.
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Selain pada bendera eksistansi ditemukan juga pada yel-yelatau nasyid 

khusus. Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa daulah Islamiyah 

membolehkan untuk menggunakan  syiar-syiar Daulah dengan Negara-Negara 

lain. Syiar-syiar  itu digunakan dalam hubungan bilateral Daulah dengan 

Negara-Negara lain. Ia juga dapat digunakan pada oleh masyarakat pada 

umumnya pada acara-acara mereka untuk meneriakan slogan-slogan Daulah itu 

dalam berbagai forum, pertemuan umum, disekolah-sekolah, dalam program-

program radio, televise, dan lain sebagainya. Mereka juga bahkan menyediakan 

paduan terkait tata cara menerikanya. Apakah dengan suara yang keras atau 

pelan, dengan suara yang merdu atau tidak, semua itu hukumnya boleh.Hal ini 

dikarnakan menurut mereka, dulu kaum muslimin melagukan slogan-slogan atau 

yel-yel mereka dengan suara yang menyentuh sesuai dengan pidato yang mereka 

bawakan. 

Jadi kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia secara keseluruhan adalah kegiatan 

yang bersifat politik, baik sebalum maupun sesudah mengambil alih kegiatan 

diluar hukum pemerintah atau pun yang meyangkut pemerintah.Kegiatan Hizbut 

Tahrir Indonesia tidak hanya pada aspek pendidikan.Hizbut Tahrir Indonesia 

bukan Madrasah. Begiti pula seruanya tidak hanya bersifat nasehat-nasehat dan 

petunjuk-petunjuk, akan tetapi kegiatanya bersifat politik. Dengan cara 

mengemukakan fikrah-fikrah Islam beserta hukum-hukumnya untuk 

dilaksanakan, dipikul dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan 

pemerintahan.
71
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D. Struktur Keorganisasian Ormas HTI 
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Badan 

Penanggung 

jawab 

pemilihan amir 

BadanAdministrasi 

Badan 

Legislatiftertinggi 
Dapartemen Politik 

Mazhalim 

(Badan 

Enforcement) 

Dapartemen 

Informasi 

Dapartemen  

Ideologi 

Pebendaharaan 

(Bertanggung 

Jawab pada 
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Pemimpin Regional Kitab Mas‟ul 
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Kendali Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat ini berada ditangan 

Hafid Abdurahman sebagai ketua umum DPP pusat Hizbut Tahrir Indonesia, 

beliau resmi menggantikan Muhammad Al-Khathath yang sudah tidak aktif lagi 

di Hizbut Tahrir Indonesia. Mengenai penanggung jawab sebagai Juru bicara 

Hizbut Tahrir Indonesia dipegang oleh Ismail Yustanto. Sedangkan untuk Juru 

bica Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dipegang oleh Febrianti Abbassuni. 

Adapun Lajnah-lajnah dalam  DPP pusat seperti lajnah Siyasiyah saat ini 

diketuai oleh Haris Abu Ulya. Kemudian Lajnah Tsaqofiyyah diketuai oleh 

Rahmat Labib. Ketua Lajnah Fa‟aliyah diketuai oleh Muhammad Rahmad 

Kurnia. Dari segi financial, Hizbut Tahrir Indonesia dibangun atas dasar 

kemandirian dengan memperoleh dana dari simpatisan, dan tidak menerima 

bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan 

penerimaan uang dari pemerintah.
72

 

E. Pemikiran Para Ahli Tentang Ormas HTI 

Kajian tentang organisasi sosial keagamaan yang eksis dan menyuarakan 

penegakan hukum Islam tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Dalam 

hal kewajiban menegakan Islam politik.HTI mendasarkan diri kepada ayat-ayat 

Al-Quran dan Sunnah. Menanggapi diselenggarakanya konferensi Khilafah 

Internasional oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Azyumardi Azra mengatakan 

bahwa era kekhalifahan sudah habis setelah masa Ali Bin Abi Tholib yang ada 

sesudahnya bukan lagi Khilafah, tetapi Mamlakah (Kerajaan) yang dikuasai oleh 

keluarga-keluarga atau bani-bani. Semua entisitas politik paca Al-Khulafa Ar-

Rasyidunadalah kerajaan atau kesultanan, bukan Khilafah.Sebab sejak masa 

Dinasti Umayah sistem pemerintah khilafah telah berubah menjadi monarki 

konstitusional, monarki absolute dan akhirnya menjadi symbol Negara yang 
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mati.Setelah itu lahir sistem teokrasi dizaman Dinasti Fatimiyah.Baru pada 

zaman Ummayah Andalusia muncul upaya untuk mengembalikan asas 

demokrasi yang pernah dibangun oleh Nabi dan Al-KhulafaAr-Rasyidin. 

Menurut Azra jika Khilafah berdiri ia akan menghadapi dua hambatan. Pertama, 

hambatan yang paling besar adalah eksistensi dari Negaara Bangsa yang sudah 

begitu mapan di Negara-Negara di dunia Muslim.Kedua, sulitnya mencari figure 

yang baik seperti Al-Khulafa Ar-Rasyidin.
73

 

KH.Hasyim Muzadi juga memberikan komentar bahwa HTI itu 

berbahaya, waktu itu tanggal 12 Agustus 2007 HTI menggelar konferensi Hizbut 

Tahrir Internasional.Ada beberapa kesimpulan dari konferensi tersebut.Pertama, 

ingin membentuk Negara Transnasional mulai dari Thailand, seluruh Asia 

Tenggara sampai ke Australi.Kedua, demokrasi itu haram.Hal ini sangat 

bertentangan dengan ideology Negara kita.Kita menganut Negara Nasional, 

bukan Transnasional dan kita menghalalkan demokrasi.
74

 

Pandangan yang serupa tentang ideology politik HTI, KH.Abdurrahman 

Wahid pernah menyatakan bahwa agenda ideology politik keagamaan HTI 

sangat berbahaya bagi eksistensi keutuhan NKRI. Sebab gerakan HTI itu pada 

dasarnya memiliki tujuan politik untuk mengganti ideology Negara Indonesia 

dengan ideology Islam versi HTI, bukan ideology Islam yang Universal, 

sehingga gerkan politik HTI tersebut dapat melahirkan konflik fisik dan 

disintegrasi pada tataran kehidupan politik ke Negaraan di Indonesia. 
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Dalam persepektif Mahfud MD, politik hukum HTI tentang sistem 

pemerintahan Khilafah tidak relefan dengan paradigma pembangunan hukum 

Nasional. Jika hukum Islam klasik versi Hizbut Tahrir Indonesia akan 

diundangkan dan dijadikan ideology dalam pembangunan hukum Nasional, 

maka harus sesuai dengan sejumlah prinsip hukum Nasional diantaranya yaitu. 

Pertama, hukum Nasinal harus dapat menjaga integrasi baik ideology maupun 

teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia”.Kedua, hukum Nasional harus dibangun secara 

demokrasi.Ketiga, hukum Nasional harus mampu menciptakan keadilan 

social.Keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban 

antara pemeluknya.
75

 

Pengurus besar Nahdhatul ulama menyatakan rencana pemerintah 

membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia tidak berarti membatasi atau 

melarang dakwah Islam. NU menilai anggapan pembubaran Hizbut Tahrir 

Indonesia sama dengan bentuk larangan terhadap dakwah Islam, adalah tidak 

benar. Pemerintah tidak melarang dakwah Islam.Pemerintah tidak melawan 

Agama Islam tapi melarang gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI).Salah satu kesalahan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah mereka 

sering mengatasnamakan Islam untuk menarik simpati seluruh umat Islam 

demi memuluskan tujuan mereka menegakan Khilafah Islamiyah, mereka 

ingin membuat sistem Negara dipimpin oleh Khilafah dari Sabang sampai 

Maroko.Hizbut Tahrir sendiri merupakan Organisasi lintas Negara di bidang 
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politik yang awalnya berdiri di Palestina.Organisasi ini berdiri atas 

kekecewaan terhadap Israel yang terus menjajah Palestina.Menurut gerakan 

Islam ini yang dapat memulihkan Palestina adalah dengan kembali ke 

Khilafah dan syariat Islam.Kendati demikian, NU mencatat ada sekitar 23 

Negara yang melarang Hizbut Tahrir beraktivitas dan sebagian besar 

diantaranya merupakan Negara-Negara Arab. Sementara Ketua Umum 

Pengurus Besar Nhadatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan bahwa 

pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam membubarkan Organisasi 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena memiliki pandangan yang bertentangan 

dengan Pancasila. Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati 

Khebinekaa, tidak menghormati Undang-Undang Dasar 1945, harus 

dibubarkan.Semua pihak patut menjunjung tinggi bentuk Negara Indonesia 

yang berupa Negara Kesatuan dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan 

Undang-Undanh Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.Ia menjelaskan 

bahwa sesungguhnya agama Islam tidak mengatur secara khusus mengenai 

masalah perpolitikan dan sistem pemerintah. Sistem pemerintahan, menurut 

dia dipusatkan dengan cara ijtihad yaitu upaya untuk memutuskan perkara 

yang tidak dibahas dalam Al-Qur‟an dan Hadist dengan menggunakan akal 

sehat dan pertimbangan matang.
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Meski diakuinya Hizbut Tahrir Indonesia tidak melakukan kekerasan 

dalam menyebarkan dakwahnya, Said mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia 

tetap perlu diwaspadai karena memiliki agenda mengubah sistem 
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Pemerintahan Republik Indonesia menjadi Khilafah. Sangat bahaya jika 

dibiarkan menjadi besar, bisa berpotensi perpecahaa, konflik, bahkan perang 

saudara.Said mengatakan pihaknya meminta hanya Organisasi Hizbut Tahrir 

Indonesia saja yang perlu dibubarkan. Sementara anggotanya akan di imbau 

untuk kembali kepada ajaran Islam dengan pemahaman yang benar. 

Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, 

pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk 

membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.Keputusan yang diambil pemerintah 

bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam.Namun semata-mata 

dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.Selama ini aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia telah menimbulkan 

benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta 

keutuhan NKRI sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil.
77

 

Adapun menurut Wakil Sekertaris Komisi Hukum dan Prundang-

Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ervandi mengatakan pihaknya 

juga melakukan kajian terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai 

melanggar Perppu Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Hizbut Tahrir 

Indonesia dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai memiliki Ideologi yang 

bertentangan dengan pancasila.Dalam kajian MUI, lanjut Ervandi HTI dinilai 

melakukan pelangaran.Kyai Ma‟aruf sudah punya data memang yang 
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dibubarkan oleh pemerintah itu benar-benar melakukan pelangaran dan 

melawan Pancasila, ujar Erfandi.Hizbut Tahrir Indonesia melawan hukum jika 

masih beraktivitas. Menurut Erfandi, Ideologi Khilafah yang dianut Hizbut 

Tahrir bertentangan dengan pancasila selain itu Hizbut Tahrir juga berupaya 

membenturkan nilai-niali Islam dengan Ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir itu 

sudah jelas gerakan politik yang akan menegakan KhilafahIslamiyah.
78

 

Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai denagan apa 

yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam 

AD/ART yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia mencantumkan Ideologi 

mereka adalah pancasiala.Walaupun dalam AD/ART yang diajukan HTI 

mencantumkan ideologi untuk badan hukum perkumpulanya, namun dalam 

fakta dilapangan kegiatan dan aktivitasnya HTI banyak yang bertentangan 

dengan Pancasila dan jiwa NKRI.
79

NKRI adalah hasil kesepakatan final 

bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mendirikan Negara.Ide dan tujuan 

HTI yang berjuang untuk mendirikan Negara berbentuk khilafah Islamiyah 

adalah bentuk penghianatan atas konsensus kebangsaan dan bukti nyata 

perlawanan terhadap kesepakatan final seluruh rakyat Indonesia tentang 

bentuk Negara kita.Sikap HTI jelas menentang sikap kebangsaan dan 

kenegaraan seluruh pendiri bangsa, khususnya perjuangan mendirikan NKRI 

itu. Menurut Hukum Islam, NKRI adalah  Negara yang sah. Wilayah NKRI 

adalah wadah besar untuk hidup bersama secara harmonis bagi seluruh 

rakyatnya yang memiliki idetintas yang beragam didalmnya dijamin 
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kebebasan beragama.Setiap umat Islam bisa dengan bebas mengamankan 

ajaran agamanya, bebas beribadah, bisa bertakwa sesempurna mungkin dan 

tidak pula terhalang untuk berdakwah.
80

 

Mencita-citakan dan mengupayakan terbentuknya kembali sistem 

pemerintahan dan bentuk Negara Khilafah Islamiyah dibumi Indonesia 

meskipun dibungkus dengan alasan dakwah sebagaimana dilakukan oleh HTI 

dan yang sejenisnya untuk mengganti NKRI tiada lain merupakan bentuk 

penghianatan yang nyata terhadap Konsensus Nasional dari para pendirinya 

dan seluruh rakyat Indonesia dan hanya dapat dilakukan dengan membubarkan 

NKRI terlebih dahulu. Visi menghidupkan kembali Al-Khilafah Al-Islamiyah 

dimuka bumi Indonesia terkatagori sebagai perbedaan yang dilarang Agama 

Islam karena menimbulkan bahaya besar perpecahan dan bertentangan secara 

diametral dengan dasar Negara dan Ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. 

Menurut NU sikap tegas Pemerintah sudah benar dan sejalan dengan 

tuntutan ajaran Islam, karena beberapa alasan yaitu: 

1. Menghindari cita-cita dan sikap penghianatan terhadap konsesus bangsa 

Indonesia. 

2. Menghindari terjadinya disintegrasi bangsa dalam wadah NKRI. 

3. Mencegah meluasnya saling benci dan permusuhan, menghindari 

pertumbahan darah akibat perang saudara dan melindungi segenap warga 

Negara Republik Indonesia. 
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Hizbut Tahrir Indonesia menyebut demokrasi sebagai sitem khufur dan 

haram. Penolakan HTI terhadap sistem demokrasi dalam konteks kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan demikian membawa 

konsekwensi yang diwujudkan oleh HTI dengan cara tidak melibatkan diri 

dalam setiap proses demokrasi, yakni tidak mengikuti proses pemilihan umum 

Presiden, pemilihan Legislatif dan pemilihan kepala daerah. Penolakan HTI 

secara mutlak terhadap demokrasi sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran 

Islam.Ada banyak nilai-nilai atau subtansi demokrasi untuk melawan 

kesewenang-wenangan, jelas tidak bisa disebut sebagai kemungkaran apalagi 

kekafiran.Bahwa Islam sepakat dengan demokrasi terkait pemilihan 

pemimpin.Dan tentu ada banyak hal lain dalam demokrasi yang tidak serta 

merta diberi stigma kufr (kekafiran) seperti pemilihan umum, meminta fatwa, 

memenangkan suara terbanyak, multi partai, kebebasan pers, independensi 

hakim, hak minoritas dan sebagainya. 

Menegakan kembali Khilafah HTI pada saat semua Negara didunia ini 

yang telah sepakat menjadi Negara Bangsa, sebagaimana NKRI, bisa 

mengancam keutuhan NKRI karena beberpa alasan: 

1. Umat manusia, khususnya umat Islam yang senyatanya menganut berbagai 

madzhab dan aliran yang sangat beragam, tidak akan menyepakati siapa 

khilafahnya dan mustahil tunduk pada satu sistem pemerintahan Al-

Khilafah Al-Islamiyah oleh HTI dan yang sejenisnya. 



 

2. Terjadi perebutan kekuasaan, perubahan sistem pemerintahan dan bentuk 

Negara berpotensi besar menimbulkan sengketa, mengakibatkan 

perpecahan, konflik dan pertumpahan darah, dan bahaya besar lainya. 

3. Tidak aka nada sejengkal wilayah kekuasaan dan kedaulatan suatu Negara 

bangsa pun yang diserahkan secara damai dan gratis kepada HTI dan yang 

semisalnya. 

4. Sangat tidak mungkin menyatukan berbagai Negara dengan bentuk Negara 

yang sangat beragam itu (sedangkan nyata-nyata tidak satu pun Negara 

bangsa di dunia ini yang berbentuk Negara Al-hilafah Al-Islamiyah). 

5. Negara yang ada saat ini di seluruh penjuru dunia, khususnya NKRI, tidak 

dapat dibubarkan dengan alasan membentuk ulang Negara dengan sistem 

UUD 1945 pasal 37 ayat 5 menegaskan, khusus tentang bentuk NKRI tidak 

dapat dilakukan perubahan.
81

 

F. Pembubaran Ormas HTI 

Begitu berbahayanya HTI sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Peganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, untuk membubarkan HTI. 

Dimana syarat utama menerbitkanya Perppu adalah karena keadaan mendesak 

yang berpotensi merusak atau bahkan mengancam keutuhan Negara.Fenomena 

pembubaran HTI cukup menguras energi pemerintah, karena ternyata tidak 

semua elemen masyarakat sepakat dengan keputusan pemerintah, termasuk 
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kalangan Ahli Hukum bahkan Ulama dan Kiyai dari berbagai Ormas Islam 

diluar HTI. 

Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namu ia 

tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai Parpol yang ikut dalam pemilu. 

Sebab menurut aktivitasnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam 

justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu partai ini tidak mengikuti 

jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu dan 

kemudian dapat menjadi anggota legislatif. 

Maksud dan tujuan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 

tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 adalah untuk 

membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten 

dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatanya 

nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang telah 

memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi 

dan penerapan yang bersifatluar biasa.
82

 

Tanggal 19 juli 2017 pemerintah Indonesia mencabut status badan 

hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia, dengan demikian Hizbut Tahrir 

Indonesia resmi dibubarkan. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Perppu 

Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
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tentang Organisasi masyarakat.
83

Satu sisi pemerintah diminta hati-hati dalam 

memutuskan pembubaran ormas dengan mempertimbangkan asas konstitusional 

dan melalui kajian yang mendalam dengan memberikan peringatan satu, dua, 

tiga dan seterusnya sampai enam kali peringatan dan dihentikan kegiatanya, 

dilanjutkan dengan putusan pengadilan agar dicabut badan hukumnya. Terdapat 

beberapa poin alasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia: 

1. Sebagai ormas berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia tidak melaksanakan 

peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna 

mencapai tujuan nasional. 

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentang dengan 

tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2013 

tentang ormas. 

3. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di 

masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat 

serta membahayakan keutuhan NKRI.
84

 

Dengan ketiga alasan tersebut pemerintah membubarkan HTI, Direktur 

Muslim Moderete Society Zuhairi Miswari menilai secara jelas HTI kelompok 

yang melanggar nilai-nilai Islam.HTI kerap memandang Negara yang tidak 

menerapkan syariat Islam merupakan Negara yang kafir.
85
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Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, secara yuridis 

dinormatifkan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang ini sebagaimana 

dalam konsideran menimbang dicantumkan beberapa alasan yaitu:
86

 

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum 

mengatur secara komperhensip mengenai keormasan yang bertentangan 

dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi 

yang efektif. 

2. Bahwa terdapat organisasi Kemasyaraktan tertentu yang dalam kegiatanya 

tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran 

dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan 

pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi 

kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas belum 

menganut asas Centrarius Actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan 

sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, 

mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan 
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dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945.
87

 

Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) “dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang “ bunyi pasal ini ditegaskan kembali dalam UU No. 12 tahun 

2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 1 angka 4 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden 

dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”
88

 

Keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas diperuntukan bagi 

ormas-ormas yang dikatakan radikal atau setidak-tidaknya oleh pemerintah 

dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila dan membahayakan keutuhan 

NKRI, maka hal itu dapat dimaklumi dan dibenarkan secara yuridis. Organisasi-

organisasi yang berbasis Islamdan dalam aktivitasnya  memaksakan kehendak 

disuatu Negara yang berasaskan Pancasila dan mengedepankan toleransi sesama 

pemeluk agama dan pemeluk agama lain, padahal secara filosofi agama Islam 

adalah agama yang mengajak ornag untuk menciptakan kedamaian dan 

kemaslahatan untuk semua umat manusia. 

Oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan seandainya ada anggapan 

bahwa Islam identik dengan kekerasan, radikalisme dan bahkan ada yang 

cenderung menuduh sebagai terorisme yang masih marak di Indonesia, ajaran 
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Islam yang rahmat lil alamin tidak mungkin mengajarkan kebencian dan 

keinginan untuk menghancurkan orang-orang atau kelompok yang tidak 

bertanggungjawab terhadap Islam.
89

 

Dikeluarnya Perppu yakni untuk mendapatkan kemaslahatannya, 

berdasarkan kemaslahatannya yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2. Menghindari pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi 

kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 

Tahun 1945. 

3. Untuk segera dilakukan perubahan karena belum ada aturan mengatur secara 

komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan 

hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. 

4. Adanya organisasi kemasyarakat tertentu yang dalam kegiatanya tidak sejalan 

dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar 

organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan 

Pemerintah, dah bahkan secara factual terbukti ada asas organiassi 

kemasyarakatan dan keguiatanya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasa 1945. 
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5. Belum adanya Organisasi Kemasyarakaan belum menganut asas Cantrarius 

actussehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi 

kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran 

atau paham yang bertentangan dengan Pancasial dan Undang-Undang.
90
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BAB IV 

ANALISA DATA  

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam Persepektif Siyasah 

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing manusia kepada 

kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan.Fikih siyasah ialah ilmu 

yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara 

dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Tugas fiqih siyasah adalah mempelajari 

segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain 

dengan asal-usul Negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembanganya, 

organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala 

bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh penguasa. Fiqih 

siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai 

politik, Negara dan pemerintahan menurut Islam. 

Ormas secara kelembagaan dibentuk untuk agar masyarakat dapat 

berperan aktif mengatasi persoalan Bangsa dan mengaktualisasi diri serta 

berperan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Pancasila beradasrkan 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan 

kesatuan Bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan Nasional sebagai 

pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainyatujuan Nasional. Jika 



 

suatu ormas bertentangan dengan norma tersebut, maka sebaiknya dibubarkan 

melalui proses pengadilan. 

Keberadaan hukum secara umum bertujuan untuk melindungi 

kedaulatan, ketentraman dan kebahagian hidup umat manusia, intinya adalah 

terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat 

beraktivitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks sebagi makhluk social 

maupun makhluk beragama.Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan 

bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu 

kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia.Hukum Islam cenderung 

mengekang kebebasan manusia.Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum 

Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika 

suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan 

kerusakan, maka dilarang lah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan 

tersebut. 

Ideologi Khilafah merupakan pedoman dari organisasi Hizbut Tahrir 

Indonesia.Dari pusat sampai daerah, aktivitas Hizbut Tahrir punya satu suara 

bagaimana mengkampanyekan Khilafah.Dalam rangka menegakan kembali 

Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan politis, yang apapun 

bentuknya itu disebut sebagai kegiatan Dakwah Siyasi.Sejarah perjuangan Nabi 

Muhammad SAW.Pada masa lampau kemudian dijadikan legitimasi bagi 

periodisasi dan pentahapan kegiatan dakwah Hizbut Tahrir diseluruh 

Dunia.Pentahapan berdasarkan periodisasi tersebut dijadikan sebagai metode 

Dakwah. 



 

Hizbut Tahrir menerapkan program untuk mencapai target perjuangan 

melalui Dakwah dan Jihad, penerapan Syari‟at Islam. Menegakan sistem 

Khilafah, aktivitas politik, merubah dar al-kufr menjadi dar al-Islamdan 

mengambil alih kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Hizbut Tahrir sebenarnya 

ingin melakukan perebutan kekuasaan sebagi target akhir Jihad dan Dakwah. 

Dalam pandangan politik ideologis, Hizbut Tahrir menganggap bahwa 

pemerintah yang ada saat ini dianggap dar al-kufr. Dengan pemahaman  dar al-

kufrtersebut kemudian dijadikan sebagai dasar ideology untuk melakukan 

perebutan kekuasaan dengan cara mendekati penguasa. 

Cara yang digunakan para penganut gerakan HTI adalah mereka 

meyakini umat Islam bahwa Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya cara untuk 

menyelamatkan kondisi umat Islam yang terbelakang dan teraniaya. Mereka 

juga meyakinkan bahwa penerapan sistem Islam secara menyeluruh adalah 

manifestasi keimanan, konsekuensi logis dari kewajiban untuk melaksanakan 

Islam secara kaffah dan merupakan realisasi dari kewajiban untuk memilih 

Khalifah.Doktrin Hizbut Tahrir yang tertanam kuat dalam benak para aktivis 

Hizbut Tahrir Indonesia membuat mereka begitu aktif mencari anggota 

baru.Para aktivis HTI memandang dakwah sebagai kewajiban seumur hidup bagi 

setiap Muslim. Karena itu mereka akan berupaya sekuat tenaga demi tegaknya 

Khilafah Islamiyahdibumi ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan rekrumen 

anggota baru, setiap minggu dalam pertemuah Halaqah (anggota), mereka selalu 

menanyakan dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan Dakwah mereka dan 

menghitung sudah berapa banyak orang yang mereka dekati dalam seminggu. 



 

Perjuangan mendirikan Negara Khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir 

menuai persoalan ditengah-tengah masyarakat.Disatu sisi HTI beranggapan 

mendirikan Negara Khilafah adalah agenda yang mendesak yang harus 

dilakukan oleh umat Islam, yang menimpa umat Islam belakangan ini. 

Sementara disisi lain upaya mendirikan Negara Khilafah merupakan suatu yang 

terlalu ideal sehingga sulit untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. 

Problem yang muncul ditengah masyarakat adalah terjadinya ketegangan 

pertentangan politik jika perjuangan khilafah tetap dipaksakan. Sebab Ideologi 

Islam yang diusung HTI bila diwujudkan dalam bentuk Negara Khilafah, maka 

akan terjadi ketegangan di Negara Indonesia. Disamping itu Hizbut Tahrir 

Indonesia akan menghadapi tantangan yang berat baik dari kalangan muslim 

maupun non muslim yang anti khilafah, apalagi di Indonesia yang memiliki 

beragam agama, suku, bahasa, budaya, dan lainya. Meskipun saat ini ormas HTI 

telah dibubarkan, namun pergerakan ideologi anggota HTI tidak akan terkubur 

begitu saja. Ideologi HTI yang tertanam kuat dalam keyakinan anggotanya bisa 

menjadi  lagi dalam bentuk ormas yang baru atau beralih haluan berpindah dan 

bergabung kepada partai berbasis Islam yang sudah ada. Mereka akan mencari 

partai-partai yang secara ideologi sama atau mirip dengan ideologi HTI 

sebelumnya.   

Latar belakang lahirnya Perppu merupakan untuk menolak kemafsadatan 

yang dilakukan oleh ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Hal tersebut dilihat dari banyaknya 

kasus yang dilakukan oleh beberapa ormas.Ormas yang menjual ide-ide paham-



 

paham yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila.Sehingga perlu adanya 

aturan agar paham tersebut tidak berkembang lagi di Indonesia.Pancasila dan 

NKRI meupakan dasar dan bentuk Negara yang final bagi Indonesia.Pancasila 

merupakan kesepakatan leluhur yang sifatnya telah final yang sangat relevan 

dalam konteks Kebangsaan dan keIslaman di Indonesia.Pancasila merupakan 

hasil Ijtihad yang paling mendalam sebagai nilai-nilai keIslaman secara 

Universal.Dengan disepakatinya Pancasila sebagai Dasar Negara maka hukum 

Nasional yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari 

Pancasila ini kemudian dan sistem hukum Pancasila. 

Penetapan Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan adalah untuk melindungi Negara kita dari radikalisme yang 

ingin mengganti kedaulatan Negara Indonesia. Untuk merespon kegentingan 

yang memaksa, dimana ada ajaran radikalisme yang telah masuk dalam segala 

aspek kehidupan masyarakat, dengan cara mempropaganda kebencian didunia 

nyata maupun media sosia, melakukan aksi-aksi kekerasan yang bertentangan 

dengan Pancasila, dan dengan munculnya Perppu ini untuk menghindari 

organisasi masyarakat yang dengan sengaja sejak awal pendirianya anti 

Pancasila. Gerakan politik yang dibawa Hizbut Tahrir Indonesia menganut 

sistem khilafah dinilai bertentangan dengan pancasila oleh pemerintah.Menurut 

pemerintah sebab ideologi khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia 

bertujuan mendirikan Negara Islam dalam konteks luas.Otomatis mereka 

meniadakan Negara Bangsa.Karena itu pemerintah membubarkan status badan 

hukum Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 



 

Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 pada 19 Juli 2017. Lahirnya 

Perppu Ormas yang diikuti dengan pembubaran dan pencambutan izin Hizbut 

Tahrir Indonesia oleh Menkumham RI menjadi pelajaran bagi ormas yang lain 

bahwa Konstitusi kita yang sudah final dan sebagai generasi Bangsa dilarang 

mengingkari kesepakatan leluhur. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas hanya 

dibolehkan dalam konteks pengajianya saja, tetapi jika ideologinya jelas 

bertentangan dengan ideologi Bangsa kita, tidak setia pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar serta menyerukan untuk mengganti ideolog pancasila 

dengan ideologi yang diinginkan oleh HTI, maka HTI memang patut untuk 

dibubarkan.  

 

 

 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dalam beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan atau 

dicabut status badan Hukumnya melalui keputusan Kemenkumham Nomor 

AHU.30.AH.01.08 pada Tanggal 19 Juli 2017, karena sebagai ormas 

berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil 

bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional, kegiatan 

yang dilaksanakan HTI pun terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, 

asas, dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, aktivitas yang 

dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat 

mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan 

keutuhan NKRI. 

2. Dalam pandangan siyasah, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh 

pemerintah didasarkan pada Perppu Nomor 02 tahun 2017, karena dipandang 

sangat berbahaya bagi eksistensi keutuhan NKRI. Dalam pandangan siyasah 

segala kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dijauhi dan 

dihindari. Maka keputusan pembubaran HTI dianggap sudah tepat, demi 

kemaslahatan yang besar serta demi kepentingan warga secara keseluruhan.  

B. Saran  



 

Berdasarkan penelitian terhadap pembubaran ormas Hizbut Tahrir 

Indonesia, penulis mengajukan saran: 

1. Kepada Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia khususnya pengurus dan anggota 

agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pancasila sebagai 

ideology bangsa Indonesia. 

2. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada 

masyarakat akan keberadaan Pancasila melalui pendidikan.  

3. Kepada mahasiswa Jurusan Siyasah agar terus mengkaji secara kritis 

pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para pemikir politik Islam, 

sehingga dapat menjadi bahan diskusi ditingkat akademik, kemudian dapat 

dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan 

dengan perkembangan zaman. 
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